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ABSTRAK 

 
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK 

KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN 

DALAM BENTUK HAK RESTITUSI 

(Studi Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Sbr) 

 

 

 
Oleh 

 

NATASYA LADY VERONICA 

 
 

Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 bahwa anak yang 

menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Selain itu dijelaskan 

juga pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang 

Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, berupa 

ganti kerugian atas kehilangan kekayaan,ganti kerugian atas penderitaan sebagai 

akibat tindak pidana, dan penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis. 

Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah perlindungan hukum 

terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dalam bentuk hak restitusi pada 

Putusan Perkara nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr. dan Apakah faktor 

pemnghambat perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana 

pencabulan dalam bentuk hak restitusi pada Putusan Perkara nomor 148/Pid. 

Sus/2019/PN.Sbr. 

 

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah  pendekatan 

yuridis normatif dan yuridisempiris. Sumber data: Data Primer dan Data Skunder. 

Narasumber: Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber, Jaksa pada Kejaksaan 

Negeri Sumber, ASN pada Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Provinsi Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana pada 

Universitas Lampung. 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Anak yang mejadi korban 

tindak pidana pencabulan pada kasus ini tidak mendapatkan hak restitusi 

sebagaimana yang seharusnya korban dapatkan dikarenakan peranan penegak 

hukum dalam perkara ini kurang memahami mekanisme dalam pelaksanaan 

restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Masih adanya beberapa 

kendala yang terjadi membuat pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2017 tersebut terhambat. Sulitnya akses layanan dan pemenuhan hak korban 

sehingga masih banyak korban yang tidak terdata. Faktor penghambat dalam 

pemberian 



 

 

Natasya Lady Veronica 

restitusi kepada anak sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 di wilayah hukum Sumber Kota Cirebon belum 

berjalan dengan baik disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor teknis dan 

faktor Non Teknis. Selain itu, hal yang diutamakan oleh korban kejahatan yaitu 

supaya pelaku dapat dihukum seberat-beratnya, karena telah mengakibatkan 

penderitaan fisik maupun psikologinya. 

Saran dalam penelitian ini adalah dilakukan pembenahan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang 

Menjadi Korban Tindak Pidana, khusunya pada konsekuensi hukum apabila 

pelaku tidak bersedia untuk melakukan pembayaran restitusi. Selain itu Perlu 

adanya pemahaman yang mendalam terhadap pelaksanaan pemberian restitusi 

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 kepada penegak hukum 

maupun masyarakat agar bisa mendaptkan haknya secara adil-adilnya. Pemerintah 

perlu membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di setiap 

daerah supaya peran dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk 

melindungi para korban dan saksi terlebih dalam pembantuan perincian restitusi 

bagi korban dapat berjalan dengan optimal. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Restitusi. 
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MOTTO 

 

It always seems impossible until it’s done. 

 

Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan 

pahala mereka tanpa batas. 

(Az-Zumar: 10) 
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I. PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
 

Pengertian anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya anak adalah sebutan untuk 

janin atau bayi yang masih dalam kandungan sampai dengan usia di bawah 18 

tahun. Hadirnya peraturan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang 

perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak dapat memberikan suatu jaminan perlindungan bagi Anak yang secara 

substantif telah mengatur beberapahal antara lain persoalan Anak yang sedang 

berhadapan denganhukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban 

eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban 

kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi, dan Anak yang sedang dalam situasi 

konflik bersenjata. 

 

Tindak pidana seksual merupakan sebuah permasalahan yang tidak ada hentinya 

diperdebatkan, terkhusus pada kasus pencabulan yang dilakukan terhadap anak, 

pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan bahkan 

usia korban. Tindak pidana asusila yakni pencabulan benar-benar pebuatan yang 



2 
 

 

 

 

 

 

keji, karena selain perbuatan ini tidak disenangi oleh masyarakat terutama yang 

menjadi korban, Kasus tindak pidana dan kekerasan seksual belakangan ini sering 

kita temui dalam kehidupan masyarakat, media massa, baik media cetak maupun 

elektronik, tentang tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, perzinaan, 

pemerkosaan dan lain-lain, menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus 

meningkat.
1
 

 

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 Ayat 1 KUHPidana mempunyai 2 (dua) 

unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif yaitu Dengan Sengaja, dan unsur- 

unsur objektif yaitu Barang Siapa, Merusak Kesusilaan, dan Didepan Umum. 

Berdasarkan keterangan di atas bahwa terdapat unsur subjektif dari tindak pidana 

yang diatur dalam Pasal 281 Ayat 1 KUHPidana ialah unsur opzettelijk  atau 

dengan sengaja. Dampak kejahatan menimbulkan korban serta kerugian. Kerugian 

yang timbul bisa diderita oleh korban maupun oleh pihak lain secara tidak 

langsung. Dalam KUHP Indonesia, telah mengatur bahwa tindak pidana dalam 

bentuk pencabulan ini diatur dalam Pasal 289 KUHPidana. Pasal ini diatur dalam 

BUKU II BAB XIV tentang tindak pidana terhadap kesusilaan. 

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia 

dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak di 

Indonesia. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya 

sangat membutuhkan orang-orang di sekelilingnya sebagai tempat berlindung. 

Berikut ini adalah data terbaru terkait anak sebagai korban kekerasan seksual : 

 

1 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, (Bandung: PT. Refika 

Aditama,2013),hlm. 2 



3 
 

 

 

 

 

 

 

Tabel.1 Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak 2017 – 2021 
 

No Tahun Jumlah 

1. 2017 188 

2. 2018 182 

3. 2019 190 

4. 2020 419 

5. 2021 2989 

 

Sumber : Bank Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2017 – 2021 

 

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan 

hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (Fundamental Rights and 

Freedoms of Children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan 

kesejahteraan anak. Hukum Perlindungan Anak adalah hukum yang menjadi dasar 

dan pedoman melindungi, mengatur, dan menjamin anak dapat melakanakan hak 

dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi positif. 
2
Hak-hak Anak Korban 

meliputi Ganti Kerugian (Restitusi), Kompensasi serta Rehabilitasi. 

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah 

satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan 

hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka 

diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat 

 

2 Arif Gosita, Peradilan Anak di Indonesia, (Bandung :Mandar Maju, 1996), hlm.177. 
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Indonesia.
3
 Salah satu upaya pemerintah tersebut melahirkan suatu kebijakan 

hukumnya dengan menerbitkan regulasi mengenai restitusi bagi anak korban 

tindak pidana, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. 

 

Restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan 

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau 

immateriil yang diderita oleh korban atau ahli warisnya.
4
 Di dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi 

korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Pada Pasal 2 ayat (2) yang 

dimaksud dengan anak menjadi korban tindak pidana antara lain: 

 

1) anak yang berhadapan dengan hukum; 
 

2) anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual; 
 

3) anak yang menjadi korban pornografi; 
 

4) anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan; 
 

5) anak korban kekerasan fisik atau psikis; dan 
 

6) anak korban kejahatan seksual. 

 

 

Restitusi merupakan aspek penting yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan 

seperti semula, meskipun dalam beberapa kasus, kerugian itu tidak bisa 

sepenuhnya dipulihkan. Penegakan hukum pidana nasional baik dalam KUHP dan 

KUHAP harus dilaksanakan sesuai isi ketentuan hukum pidana nasional tersebut 

3 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung:PT. RefikaAditama,2006),hlm. 67. 
4https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/945/press-release-restitusi-kompensasi-kerugian- 

bagi-anak-korban-tindak-pidana diakses 04 Desember 2021 

http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/945/press-release-restitusi-kompensasi-kerugian-
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yang telah diatur secara tegas tanpa memperhatikan kedudukan dan kepentingan 

korban, ternyata hingga kini hanya sebuah regularitas yang bersifat rutin ketika 

harus berhadapan dengan pentingnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan. 

Terutama korban kejahatan anak, yang mana dampak daripada kejahatan terhadap 

anak sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang serta psikologi dari anak 

korban kejahatan.
5
 Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak 

menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering 

dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan 

perlindungan hukum pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas 

kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. 

 

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan 

restitusi anak korban tindak pidana dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa 

kejahatan terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun 

psikis yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup anak. Namun 

menimbulkan kerugian materil maupun imateriil bagi pihak keluarga. Oleh karena 

itu, sangatlah tepat, bila pengertian restitusi diartikan sebagai pembayaran ganti 

kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan atau imateril yang diderita 

korban atau ahli warisnya. 

Bahwa permasalahan dalam perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana 

pencabulan dalam bentuk hak restitusi pada Studi Putusan Nomor 

 

5 Andika Wijaya dan Dida Peace Ananta, Darurat Kejahatan Seksual, (Jakarta:PT. Sinar Grafika,2016), 

hlm. 30 
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148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr menunjukkan terdapat perkara tindakan kejahatan 

seksual pencabulan terhadap anak yang isi pokoknya yaitu Terdakwa yang 

berinisial Sarjono bin Parjo (alm) yang berumur 51 tahun telah melakukan 

perbuatan asusila berupa pencabulan terhadap anak, Korban bernama Najla Az 

Zahra Binti Sopandi. Dimana dalam putusan tersebut tuntutan pidana yang 

dijatuhkan oleh Hakim yaitu menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa 

Sarjono Bin (alm) Parjo dengan pidana penjara selama 8 (delapan)  tahun  

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. 

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

anak, menyatakan bahwa Najla Azzahra yang masih berumur 12 tahun merupakan 

anak yang menjadi korban tindak pidana, pada saat itu mengalami penderitaan 

fisik, mental, dan kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Perbuatan 

terdakwa mengakibatkan seseorang yaitu Najla Azzahra yang masih dibawah 

umur dan termasuk individu yang rentan mendapatkan penderitaan berupa 

kekarasan seksual. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan anak 

korban tindak kekerasan seksual atau ahli warisnya berhak mendapatkan 

perlindungan bersifat langsung dalam bentuk hak restitusi. Sebaliknya, kurangnya 

pengetahuan atau tidak tepat penunjukan Jaksa Penuntut Umum yang 

mempengaruhi pelaksanaan restitusi tidak mencantumkan permohonan hak 

restitusi korban dalam surat tuntutan. Sehinggan Majelis Hakim dalam amar 

putusan tidak memuat hukuman restitusi bagi terdakwa. Anak yang menjadi 

korban tindak kekerasan pencabulan dalam perkara ini tidak mendapatkan 
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perlindungan berupa hak restitusi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam 

peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis memutuskan untuk mengkaji putusan 

hakim dalam Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr tentang penerapan sanksi 

pidana terhadap anak sebagai pelaku dalam hal pemberian ganti rugi/hak restitusi 

kepada anak sebagai korban suatu tindak pidana, kemudian mengangkatnya 

kedalam skripsi dengan judul “ Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Bentuk Hak Restitusi (Studi Putusan 

nomor 148/Pid.Sus/2019/PN. Sbr)” 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Pemasalahan 

 

Berdasarkan apa yang diuraikan pada latar belakang di atas, maka masalah yang 

akan dibahas adalah : 

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana 

pencabulan dalam bentuk hak restitusi pada Putusan Perkara nomor 

148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr? 

2. Apakah factor pemnghambat perlindungan hukum terhadap anak korban tindak 

pidana pencabulan dalam bentuk hak restitusi pada Putusan Perkara nomor 

148/Pid. Sus/2019/PN.Sbr? 
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2. Ruang Lingkup 

 

Pada rumusan masalah yang diangkat, maka ruang lingkup penelitian ini secara 

substansi adalah kajian hukum pidana yang terkait dengan perlindungan hukum 

dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana 

pencabulan dalam bentuk hak restitusi di wilayah hukum Pengadilan Negeri 

Sumber tahun 2022. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan penelitian 

 
Adapun tujuan utama penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan 

tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. Namun berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di  

atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

 

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana 

pencabulan dalam bentuk hak restitusi pada Putusan Perkara nomor 

148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr. 

 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak 

korban tindak pidana pencabulan dalam bentuk hak restitusi pada Putusan 

Perkara nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr. 
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2. Kegunaan Penelitian 

 

Aldalpun malnfalalt/kegunalaln dalri penulisaln skripsi ini meliputi dual hall sebalgali 

berikut : 

1. Kegunalaln Teoritis 

 
Pembalhalsaln terhaldalp berbalgali permalsallalhaln yalng terdalpalt dallalm skripsi ini 

tentunyal dihalralpkaln dalpalt menalmbalh pemalhalmaln daln ilmu pengetalhualn balru 

kepaldal semual pihalk mengenali restitusi khususnyal balgi alnalk korbaln kejalhaltaln 

seksuall. Sedalngkaln untuk malhalsiswal aldallalh algalr dalpalt dijaldikaln sebalgali 

referensi daln balhaln ilmu pengetalhualn untuk pembelaljalraln daln menalmbalh 

walwalsaln dallalm pembelaljalraln mengenali ilmu hukum. 

2. Kegunalaln Pralktis 

 

Penelitialn ini dihalralpkaln bisal menjaldi balhaln pertimbalngaln daln memberikaln 

kontribusi sertal solusi dallalm pembualtaln peralturaln perundalng-undalngaln altalu 

alturaln lalin dallalm upalyal pemenuhaln halk balgi alnalk sebalgali korbaln kejalhaltaln 

seksuall melallui restitusi. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

 

Setialp penelitialn alkaln aldal keralngkal teoritis yalng menjaldi alcualn daln bertujualn 

untuk mengidentifikalsi terhaldalp dimensi sosiall yalng relalvaln oleh peneliti. 

Keralngkal teoritis aldallalh konsep-konsep yalng merupalkaln albstralksi dalri halsil 

pemikiraln altalu keralngkal alcualn yalng paldal dalsalrnyal bertujualn untuk mengaldalkaln 
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identifikalsi terhaldalp dimensi-dimensi sosiall yalng dialnggalp relevaln oleh peneliti. 

Aldalpun teori-teori yalng alkaln digunalkaln penulis untuk menjalwalb segallal 

permalsallalhaln di dallalm penelitialn ini aldallalh sebalgali berikut : 

1.Teori Dasar Hukum Restitusi 

 

Dalsalr hukum Undalng-Undalng Nomor 35 talhun 2014 yalng menjelalskaln terkalit 

pemberialn halk restitusi terhaldalp alnalk terdalpalt dallalm Palsall 59 Undalng-Undalng 

35 talhun 2014 meneralngkaln balhwal pemerintalh, pemerintalh daleralh, daln lembalgal 

negalral lalinnyal berkewaljibaln daln bertalnggung jalwalb untuk memberikaln 

perlindungaln khusus kepaldal alnalk yalng, di alntalralnyal: 

1. Alnalk yalng berhaldalpaln dengaln hukum; 

 

2. Alnalk yalng dieksploitalsi secalral ekonomi daln/altalu seksuall; 

 

3. Alnalk yalng menjaldi korbaln pornogralfi; 

 

4. Alnalk korbaln penculikaln, penjuallaln, daln/altalu perdalgalngaln; 

 

5. Alnalk korbaln kekeralsaln fisik daln/altalu psikis; daln/altalu 

 

6. Alnalk korbaln kejalhaltaln seksuall. 

 

Selalnjutnyal, dallalm Palsall 71D alyalt (1) Undalng-Undalng 35 talhun 2014 

menjelalskaln secalral tegals balhwal setialp alnalk yalng disebutkaln dialtals berhalk 

mengaljukaln ke pengaldilaln berupal halk altals restitusi yalng menjaldi talnggung 

jalwalb pelalku kejalhaltaln. 

 

Perlindungaln hukum menurut Balrdal Nalwalwi Alrief dalpalt dialrtikaln sebalgali upalyal 

perlindungaln hukum terhaldalp berbalgali kebebalsaln daln halk alsalsi alnalk 
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(fundalmentall rights alnd freedoms of children) sertal berbalgali kepentingaln yalng 

berhubungaln dengaln kesejalhteralaln malnusial dallalm hall ini yalitu alnalk.
6
 Alnalk 

dallalm perlindungaln hukum mempunyali spektrum yalng cukup luals. Dengaln 

aldalnyaln hukum untuk menjalgal halk-halk alsalsi malnusial algalr tidalk dilalnggalr oleh 

pihalk lalinnnyal. Sehinggal terbentuklalh sualtu baltals-baltalsaln terhaldalp setialp 

tingkalh lalku malsyalralkalt yalng alkaln menjalgal dalri ketidalkhalrmonisaln dallalm 

lingkungaln malsyalrkalt. 

 

Menurut Haldjon, perlindungaln hukum balgi ralkyalt meliputi dual hall, yalkni: 

 

a. Perlindungaln hukum preventif, yalkni bentuk perlindungaln hukum di malnal 

kepaldal ralkyalt diberi kesempaltaln untuk mengaljukaln keberaltaln altalu pendalpalt 

belum sualtu keputusaln pemerintalh mendalpalt bentuk yalng definitif; daln 

b. Perlindungaln hukum represif, yalkni bentuk perlindungaln hukum dimalnal lebih 

ditujukaln dallalm penyelesalialn sengketal.
7
 

 

2. Teori Faktor- Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum 

 

Menurut M. Friedmaln balhwal efekti daln berhalsil altalu tidalknyal penegalkaln hukum 

tergalntung tigal unsur system hukum, alntalral lalin struktur hukum (strucktur of lalw), 

substalnsi hukum (substalnce of the lalw) daln budalyal hukum (legall culture).  

Sturktur hukum menyalngkut alpalralt penegalk hukum, substalnsi hukum meliputi 

peralngkalt perundalng-undalngaln daln budalyal hukum merupalkaln hukum yalng 

hidup 

 

6 Balrdal Nalwalwi Alrief, Beberalpal Alspek Kebijalkaln Penegalkaln daln Pengembalngaln Hukum Pidalnal,  

Citral Aldityal Balkti, Balndung, 1998, hlm. 155 
7 Philipus M. Haldjon, Op. Cit, hlm. 4 
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(living lalw) daln dialnut dallalm sualtu malsyalralkalt.
8
 Secalral konseptuall, malkal inti 

daln alrti penegalkaln hukum terletalk paldal kegialtaln menyeralsikaln hubungaln nilali-

nilali yalng terjalbalrkaln di dallalm kalidalh-kalidalh yalng balik daln sikalp tindalk 

sebalgali ralngkalialn penjalbalraln nilali talhalp alkhir, untuk menciptalkaln, memelihalral, 

daln mempertalhalnkaln perdalmalialn pergalulaln hidup.
9
 

Aldalpun malsallalh dalri penegalkaln hukum menurut Soerjono Soekalnto aldallalh 

terletalk paldal falktor-falktor yalng mempengalruhinyal. Falktor-falktor tersebut aldallalh 

sebalgali berikut : 

1. Falktor Hukum (perundalng-undalngaln) 

 

Dialrtikaln dallalm alrti malteriall aldallalh peralturaln tertulis yalng berlalku umum daln 

dibualt oleh pengualsal pusalt malupun daleralh yalng salh. 

Undalng-undalng dallalm alrti malteriall mencalkup : 

 

1). Peralturaln pusalt yalng berlalku untuk semual walrgal negalral altalu semual 

golongaln tertentu saljal malupun berlalku umum disebalgialn wilalyalh negalral; 

2). Peralturaln setempalt yalng halnyal berlalku untuk umum di sualtu tempalt 

altalu daleralh tertentu saljal. 

2. Falktor Penegalk Hukum 

 

Secalral sosiologis malkal setialp penegalk hukum tersebut mempunyali kedudukaln 

(staltus) daln peralnaln (role). Kedudukaln sebenalrnyal merupalkaln sebualh waldalh 

yalng isinyal aldallalh halk daln kewaljibaln tertentu. Oleh kalrenal itu, balik morall 

dalri 

 

8 Lalwrence M.Friedmaln, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosiall (The Legall Syste: Al Sociall Science 

Perspective), Balndung: Nusal Medial, 2011. Hlm. 33 
9 Soerjono Soekalnto, Falktor-falktor yalng mempengalruhi Penegalkaln Hukum, Jalkalral: Raljalwalli Pers, 2012, 

hlm 7-8. 
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penegalk hukum, malkal balik pulallalh penegalkaln hukum yalng diinginkaln 

seballiknyal buruk morall penegalk hukum, malkal buruk pulallalh penegalkaln hukum 

yalng dicital- citalkaln. 

3. Falktor Salralnal altalu Falsilitals 

 

Talnpal aldalnyal salralnal altalu falsilitals tertentu malkal tidalk mungkin penegalkaln 

hukum alkaln berlalngsung dengaln lalncalr. Dengaln demikialn salralnal-falsilitals 

mempunyali peralnaln yalng salngalt penting di dallalm penegalkaln hukum. Talnpal 

aldalnyal salralnal altalu falsilitals tersebut tidalk mungkin penegalk hukum 

menyeralsikaln peralnaln yalng sehalrusnyal dengaln peralnaln yalng alktuall. 

4. Falktor Malsyalralkalt 

 

Penegalkaln hukum beralsall dalri malsyalralkalt daln bertujualn untuk mencalpali 

kedalmalialn malsyalralkalt. Oleh kalrenal itu dalri sudut palndalng tertentu malsyalralkalt 

dalpalt mempengalruhi penegalkaln hukum. Dalri sudut sistem sosiall daln budalyal, 

Indonesial merupalkaln sualtu malsyalralkalt maljemuk (plurall society) terdalpalt balnyalk 

golongaln etnik daln kebudalyalaln-kebudalyalaln khusus. 

 

5. Falktor kebudalyalaln hukum 

 

Kebudalyalaln (sistem) hukum paldal dalsalrnyal mencalkup nilali-nilali yalng mendalsalri 

hukum yalng berlalku, nilali-nilali yalng merupalkaln konsepsi-konsepsi albstralk 

mengenali alpal yalng dialnggalp balik daln alpal yalng dialnggalp buruk. Nilali-nilali 
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tersebut, lalzimnyal merupalkaln palsalngaln nilali- nilali yalng mencerminkaln dual 

kealdalaln ekstrim yalng diseralsikaln.
10

 

 

2.Konseptual 

 

Konseptuall aldallalh penggalmbalraln alntalral konsep-konsep khusus yalng merupalkaln 

kumpulaln dallalm alrti yalng berkalitaln, dengaln istilalh yalng alkaln diteliti daln/altalu 

diuralikaln dallalm kalryal ilmialh.
11

 Baltalsaln pengertialn dalri istilalh yalng digunalkaln 

dallalm penelitialn ini aldallalh sebalgali berikut: 

1. Menurut Setiono, Perlindungaln Hukum aldallalh tindalkaln altalu upalyal untuk 

melindungi malsyalralkalt dalri perbualtaln sewenalng-wenalng oleh pengualsal yalng 

tidalk sesuali dengaln alturaln hukum, untuk mewujudkaln ketertibaln daln 

ketentralmaln sehinggal memungkinkaln malnusial untuk menikmalti malrtalbaltnyal 

sebalgali malnusial.
12

 

2. Restitusi dialrtikaln sebalgali pembalyalraln galnti kerugialn yalng dibebalnkaln 

kepaldal pelalku berdalsalrkaln putusaln pengaldilaln yalng berkekualtaln hukum tetalp 

altals kerugialn malteriil daln/altalu imalteriil yalng diderital korbaln altalu alhli 

walrisnyal.
13

 

3. Alnalk Paldal Undalng – Undalng no 35 talhun 2014 palsall 1 alyalt 1, alnalk aldallalh 

seseoralng yalng belum berusial 18 (delalpaln belals) talhun, termalsuk alnalk yalng 

malsih di dallalm kalndungaln. 

4. Pengertialn korbaln menurut Alrief Gosital, korbaln aldallalh merekal yalng 

menderital jalsmalnialh daln rokhalnialh sebalgali alkibalt tindalkaln oralng lalin yalng 

mencalri 

 

10 Soerjono Soekalnto, Op. Cit, hlm. 69. 
11 Soerjono Soekalnto. 1986. Pengalntalr Penelitialn Hukum. (Jalkalrtal:Rinekal Ciptal, 1986), hlm. 103 
12 Setiono, Supremalsi Hukum, (Suralkalrtal: UNS, 2004), hlm. 3. 
13 https://www.kemenpppal.go.id dialkses paldal 12 Desember 2021 Pukul 21:47 WIB 

http://www.kemenpppa.go.id/
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pemenuhaln kepentingaln diri sendiri altalu oralng lalin yalng bertentalngaln dengaln 

kepentingaln daln halk alsalsi yalng menderital.
14

 

5. Tindalk pidalnal merupalkaln sualtu istilalh yalng mengalndung sualtu pengertialn 

dalsalr dallalm ilmu hukum, sebalgali istilalh yalng dibentuk dengaln kesaldalraln  

dallalm memberikaln ciri tertentu paldal peristiwal hukum pidalnal.
15

 

6. Pencalbulaln beralsall dalri kaltal calbul yalng alrtinyal sualtu perbualtaln kotor yalng 

berhubungaln dengaln seksuallitals.
16

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Algalr mempermudalh sertal memperjelals dallalm memalhalmi isi skripsi ini secalral 

keseluruhaln, malkal dipelukaln penjelalsaln mengenali sistemaltikalm penulisaln yalng 

bertujualn untuk mendalpalt sualtu galmbalraln jelals tentalng pembalhalsaln skripsi yalng 

dalpalt dilihalt dalri hubungaln alntalral saltu balgialn dengaln balgialn lalinnyal secalral 

keseluruhaln. Sistemaltikal penulisaln skripsi ini aldallalh sebalgali berikut : 

 

I. PENDAHULUAN 

 
Balgialn ini merupalkaln pendalhulualn yalng terdiri dalri laltalr belalkalng, 

permalsallalhaln daln rualng lingkup, tujualn daln malnfalalt penulisaln, sertal sistemaltikal 

penulisaln. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 Donalld J. Newmaln alnd paltrick R. Alnderson, Introduction to Criminall Justice ( fourth edition), 

Ralndom House, New York, hlm. 41 
15 Almir Ilyals, 2012, Alsals-Alsals Hukum Pidalnal Memalhalmi Tindalk Pidalnal Daln Pertalnggungjalwalbaln 

Pidalnal Sebalgali Syalralt Pemidalnalaln (Disertali Teori-Teori Pengalntalr Daln Beberalpal Komentalr), Ralngkalng 

Educaltion Yogyalkalrtal & PuKAlP-Indonesial : Yogyalkalrtal, hlm. 21 
16 Kalmus Besalr Balhalsal Indonesial, Ballali Pustalkal, Jalkalrtal, 2005, Edisi-3, hlm 184 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
Balb ini merupalkaln pengalntalr pemalhalmaln kedallalm pengertialn-pengertialn umum 

sertal pokok pembalhalsaln mengenali perlindungaln hukum terhaldalp alnalk korbaln 

tindalk pidalnal yalng berhalk mendalpaltkaln restitusi. 

 

III. METODE PENELITIAN 

 
Paldal balgialn ini menjelalskaln lalngkalh-lalngkalh yalng alkaln digunalkaln dallalm 

pendekaltaln malsallalh, sumber daln jenis daltal, calral pengumpulaln daltal, sertal 

alnallisis daltal. 

 

IV. ANALISA PUTUSAN 

 
Membalhals tentalng pelalksalnalaln pemberialn salnksi pidalnal daln pemberialn halk 

restitusi kepaldal alnalk korbaln tindalk pidalnal. 

 

V. PENUTUP 

 
Balb ini berisi Kesimpulaln daln Salraln, didallalmnyal alkaln diuralikaln paldal Simpulaln 

daln Salraln dalri penulis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum 

 

Sebelum membalhals lebih jaluh terkalit pengertialn perlindungaln hukum, allalngkalh 

lebih balik jikal kital memalhalmi malknal dalri perlindungaln itu sendiri. Dallalm 

Kalmus Besalr Balhalsal Indonesial, Perlindungaln beralsall dalri kaltal lindung yalng 

memiliki  alrti mengalyomi, mencegalh, mempertalhalnkaln, daln membentengi. 

Sedalngkaln Perlindungaln beralrti konservalsi, pemelihalralaln, penjalgalaln, alsilun, daln 

bunker. Balhwal perlindungaln memiliki peraln sebalgali pelindung altals sualtu hall 

yalng diralsal mengalncalm kepentingaln, bendal malupun balralng. Bialsalnyal 

perlindungaln ini diberikaln kepaldal sualtu hall yalng dialnggalp minoritals altalu lebih 

lemalh. 

Perlindungaln hukum terhaldalp alnalk di Indonesial, telalh ditegalskaln dallalm Palsall 34 

Undalng-Undalng Dalsalr 1945 balhwal “Falkir miskin daln alnalk-alnalk terlalntalr 

dipelihalral oleh negalral”. Wujud dalri perlindungaln hukum terhaldalp alnalk, 

pemerintalh telalh berupalyal membualt berbalgali peralturaln perundalng-undalngaln  

yalng mengaltur kepentingaln alnalk, yalitu: 

a. Undalng-Undalng Nomor 4 Talhun 1979 tentalng Kesejalhteralaln alnalk; 

b. Undalng-Undalng Nomor 39 Talhun 1999 tentalng Halk Alsalsi Malnusial; 

c. Undalng-Undalng Nomor 31 Talhun 2014 tentalng Perubalhaln altals Undalng- 

Undalng Nomor 13 Talhun 2006 tentalng Perlindungaln Salksi daln Korbaln; 

d. Undalng-Undalng Nomor 11 Talhun 2012 tentalng Sistem Peraldilaln Pidalnal Alnalk; 

e. Undalng-Undalng Nomor 35 Talhun 2014 tentalng Perubalhaln altals Undalng- 

Undalng Nomor 23 Talhun 2002 tentalng Perlindungaln Alnalk. 
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Menurut Alrif Gosital perlindungaln alnalk aldallalh sualtu halsil interalksi kalrenal 

aldalnyal hubungaln alntalral fenomenal yalng aldal daln salling mempengalruhi.
17

 

Sedalngkaln menurut Shalnty Dellyalnal, balhwal perlindungaln alnalk aldallalh sualtu 

usalhal menjaldikaln diri yalng melindungi alnalk dalpalt melalksalnalkaln halk alnalk daln 

kewaljialbalnnyal.
18

 Aldalpun perlindungaln yalng diberikaln kepaldal alnalk oleh Kitalb 

Undalng-Undalng Hukum Pidalnal (KUHP) aldallalh sebalgali berikut:
19

 

a. Menjalgal Kesopalnaln Alnalk; 

 

b. Lalralngaln Bersetubuh dengaln Oralng yalng Belum Dewalsal; 

 

c. Lalralngaln Berbualt Calbul dengaln Alnalk Dallalm Undalng-Undalng Perlindungaln 

Alnalk telalh dijelalskaln secalral. 

 

Paldal Undalng-Undalng Perlindungaln Alnalk telalh dijelalskaln secalral terperinci 

dallalm palsall-palsallnyal tentalng alpal saljal halk-halk sertal kewaljibaln balgi seoralng 

alnalk. Aldalpun halk-halk yalng dimiliki seoralng alnalk alntalral lalin aldallalh : 

a. Setialp alnalk memiliki halk untuk dalpalt hidup, tumbuh, berkembalng, sertal 

berpalrtisipalsi sesuali dengaln halrkalt daln malrtalbalt kemalnusialaln. Selalin itu, alnalk- 

alnalk jugal berhalk untuk mendalpaltkaln perlindungaln dalri aldalnyal tindalk kekeralsaln 

malupun diskriminalsi. 

b. Setialp alnalk berhalk altals sualtu nalmal sebalgali identitals diri daln staltus 

kewalrgalnegalralalnnyal. 

c. Setialp Alnalk berhalk untuk beribaldalh menurut algalmalnyal, berpikir, daln 

berekspresi sesuali dengaln tingkalt kecerdalsaln daln usialnyal dallalm bimbingaln 

Oralng Tual altalu Walli. 

d. Setialp alnalk memiliki halk untuk mengetalhui sialpal oralng tual kalndungnyal sertal 

berhalk untuk dialsuh daln dibesalrkaln oleh merekal. Selalin itu, seoralng alnalk jugal 

berhalk untuk menjaldi seoralng alnalk alngkalt altalu alnalk alsuh alpalbilal ternyaltal oralng 

tual kalndung tidalk dalpalt menjalmin tumbuh kembalng alnalk tersebut. 

e. Setialp alnalk memiliki halk untuk memperoleh pelalyalnaln kesehaltaln sertal 

jalminaln sosiall balgi fisik, mentall, sprirituall, malupun kehidupaln sosiall. 
 

 

17 Alrif Gosital, Malsallalh Perlindungaln Alnalk,( Jalkalrtal :Alkaldemikal Presindo ,1989), hlm. 12. 
18 Salnty Dellyalnal, Walnital daln Alnalk di Maltal Hukum, Liberty, Yogyalkalrtal, 1988, hlm. 6. 
19 Dalrwaln Prints, Hukum Alnalk Indonesial,(Balndung :Citral Aldityal Balkti,1997), hlm. 99-100. 



20 
 

 

 

 

 

 

f. Setialp alnalk berhalk memperoleh pendidikaln daln pengaljalraln dallalm ralngkal 

pengembalngaln pribaldinyal daln tingkalt kecerdalsalnnyal sesuali dengaln minalt daln 

balkalt, setialp alnalk berhalk mendalpaltkaln perlindungaln di saltualn pendidikaln dalri 

kejalhaltaln seksuall daln kekeralsaln yalng dilalkukaln oleh pendidik, tenalgal 

kependidikaln, sesalmal pesertal didik, daln/altalu pihalk lalin, sertal alnalk Penyalndalng 

Disalbilitals berhalk memperoleh pendidikaln lualr bialsal daln Alnalk yalng memiliki 

keunggulaln berhalk mendalpaltkaln pendidikaln khusus. 

g. Alnalk jugal berhalk untuk dalpalt mengelualrkaln sertal didengalrkaln pendalpaltnyal. 

Ial jugal berhalk mencalri, menerimal, sertal menyalmpalikaln informalsi sesuali dengaln 

umur daln tingkalt kemalmpualnnyal dengaln tujualn untuk mengembalngkaln 

pribaldinyal sesuali dengaln nilali-nilali kesusilalaln daln kepaltutaln. 

h. Setialp alnalk berhalk untuk memalnfalaltkaln walktu, seperti untuk beristiralhalt, 

bergalul dengaln temaln sebalyal, bermalin, sertal berkrealsi sesuali dengaln minalt, 

balkalt, daln kemalmpualn dirinyal. 

i. Setialp alnalk berhalk untuk mendalpaltkaln rehalbilitalsi, balntualn sosiall, sertal 

pemelihalralaln tingkalt kesejalhteralaln sosiallnyal terutalmal balgi merekal penyalndalng 

disalbilitals. 

j. Alnalk berhalk mendalpaltkaln perlindungaln dalri tindalkaln ketidalkaldilaln seperti 

diskriminalsi, eksploitalsi, penelalntalraln, kekejalmaln, pengalnialyalaln, malupun 

tindalkaln menyimpalng lalinnyal. Selalin itu, merekal jugal berhalk mendalpaltkaln 

perlindungaln dalri kegialtaln altalu pralktik-pralktik yalng dalpalt melibaltkaln merekal 

dallalm kegialtaln politik, persengketalaln, kerusuhaln, kekeralsaln, altalu jugal 

peperalngaln. 

k. Setialp alnalk berhalk mendalpaltkaln perlindungaln dalri hukumaln yalng tidalk 

malnusialwi seperti pengalnialyalaln daln penyiksalaln. Daln merekal jugal berhalk altals 

kebebalsaln sesuali dengaln hukum yalng berlalku. 

l. Setialp alnalk yalng menjaldi korbaln peralmpalsaln kebebalsaln, malkal ial berhalk altals 

perlindungaln balntualn hukum, pembelalaln diri, mendalpaltkaln kealdilaln di depaln 

pengaldilaln, sertal perlalkualn yalng malnusialwi. Daln balgi alnalk-alnalk yalng menjaldi 

korbaln altalu pelalku tindalk pidalnal berhalk untuk diralhalsialkaln. Selalin itu, merekal 

jugal berhalk untuk mendalpaltkaln balntualn hukum altalu balntualn lalinnyal. 

 

Berbicalral mengenali halk sudalh palsti alkaln beriringaln dengaln kewaljibaln, lallu 

sialpal yalng mempunyali talnggungjalwalb sertal memiliki kewaljibaln melalksalnalkaln 

perlindungaln terhaldalp alnalk, menurut UndalngUndalng Nomor 35 Talhun 2014 

Tentalng Perubalhaln altals Undalng-Undalng Nomor 23 Talhun 2002 Tentalng 

Perlindungaln Alnalk, balhwal Negalral, Pemerintalh, Pemerintalh Daleralh, 

Malsyalralkalt, 
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Kelualrgal, daln Oralng Tual altalu Walli berkewaljibaln daln bertalnggung jalwalb  

terhaldalp penyelenggalralaln Perlindungaln Alnalk.
20

 

 

B. Tinjauan Tentang Anak 

 

Alnalk merupalkaln seseoralng yalng lalhir dalri hubungaln seoralng prial daln walnital. 

Aldalpun pengertialn alnalk aldallalh individu yalng beraldal dallalm saltu rentalng 

perubalhaln perkembalngaln yalng dimulali dalri balyi hinggal remaljal. Pengertialn 

malsyalralkalt paldal umumnyal tentalng alnalk aldallalh merupalkaln titipaln dalri Salng 

Penciptal yalng alkaln meneruskaln keturunaln dalri kedual oralng tualnyal,sehinggal 

merekal tidalk talhu tentalng baltalsaln umur yalng disebut dallalm pengertialn alnalk. 

Malsal alnalk merupalkaln malsal pertumbuhaln daln perkembalngaln yalng dimulali dalri 

balyi (0-1 talhun) usial bermalin/toddler (1-2,5 talhun), pral sekolalh (2,5-5), usial 

sekolalh (5-11 talhun) hinggal remaljal (11-18 talhun). Alnalk dipalhalmi sebalgali 

individu yalng belum dewalsal. 

Belum dewalsal dallalm alrti yalitu alnalk belum memiliki kemaltalngaln ralsionall, 

emosionall, morall, daln sosiall seperti oralng dewalsal paldal umumnyal. Seseoralng 

yalng malsih belum berusial 18 (delalpaln belals) talhun daln belum menikalh, sertal 

jugal termalsuk alnalk yalng malsih dallalm kalndungaln. Alnalk merupalkaln generalsi 

yalng dipersialpkaln sebalgali subjek pelalksalnal pembalngunaln yalng berkelalnjutaln 

balgi malsal depaln sualtu Negalral. Dalri beberalpal terminologi tersebut paldal 

prinsipnyal, alnalk aldallalh pribaldi yalng mengembaln talnggung jalwalb malsal depaln 

balngsal, nalmun 

 
20 Lihalt Palsall 20 Undalng-Undalng Nomor 35 Talhun 2014 Tentalng Perubalhaln altals UndalngUndalng  

Nomor 23 Talhun 2002 Tentalng Perlindungaln Alnalk. 
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alnalk malsih memerlukaln peralnaln oralng tual dallalm memelihalral, mendidik daln 

mengalralhkaln dallalm mencalpali kedewalsalalnnyal.
21

 

Paldal Hukum Indonesial, aldal beberalpal pengertialn Alnalk dikalrenalkaln sebalgali 

alkibalt tialp-tialp peralturaln perundalng-undalngaln mengaltur secalral tersendiri kriterial  

tentalng alnalk, aldallalh sebalgali berikut : 

1. Definisi Alnalk menurut Konvensi PBB (Perserikaltaln Balngsal Balngsal) 

Konvensi PBB yalng di talndal talngalni oleh Pemerintalh Republik Indonesial 

talnggall 1990 di kaltalkaln baltalsaln umur alnalk aldallalh di balwalh umur 18 

(delalpaln belals) talhun). 

2. Definisi Alnalk menurut KUHP 

Palsall 45 KUHP, mendefinisikaln alnalk yalng belum dewalsal alpalbilal belum 

berumur 16 (enalm belals) talhun. Oleh kalrenal itu, alpalbilal ial tersalngkut dallalm 

perkalral pidalnal halkim boleh memerintalhkaln supalyal si tersallalh itu 

dikemballikaln kepaldal oralng tualnyal; wallinyal altalu pemelihalralnyal dengaln tidalk 

dikenalkaln sualtu hukumaln. Altalu memerintalhkalnnyal supalyal diseralhkaln 

kepaldal pemerintalh dengaln tidalk dikenalkaln sesualtu hukumaln. Ketentualn 

palsall 35, 46 daln 47 KUHP ini sudalh dihalpuskaln dengaln lalhirnyal Undalng-

undalng Nomor 3 Talhun 1997 tentalng Pengaldilaln Alnalk. 

3. Definisi Alnalk menurut Hukum Perdaltal 

Palsall 330 KUHPerdaltal mengaltalkaln, oralng belum dewalsal aldallalh merekal 

yalng belum mencalpali umur genalp 21 (dual puluh saltu) talhun daln tidalk lebih 

dalhulu telalh kalwin. 

4. Definisi Alnalk menurut Undalng-Undalng Nomor 35 Talhun 2014 tentalng 

Perubalhaln altals Undalng-Undalng nomor 23 Talhun 2002 tentalng Perlindungaln 

Alnalk 

Undalng-Undalng Nomor 35 Talhun 2014 tentalng Perubalhaln altals Undalng- 

Undalng nomor 23 Talhun 2002 tentalng Perlindungaln Alnalk Palsall 1 alyalt 1, 

alnalk aldallalh seseoralng yalng belum berusial 18 (delalpaln belals) talhun, termalsuk 

alnalk yalng malsih di dallalm kalndungaln. 

5. Definisi Alnalk menurut Undalng-Undalng No. 3 Talhun 1997 tentalng 

Pengaldilaln Alnalk 

Undalng-Undalng No. 3 Talhun 1997 tentalng Pengaldilaln Alnalk Palsall 1 alyalt 2 

merumuskaln, balhwal alnalk aldallalh oralng dallalm perkalral alnalk nalkall yalng telalh 

mencalpali umur 8 (delalpaln) talhun, tetalpi belum mencalpali umur 18 (delalpaln 

belals) talhun daln belum pernalh menikalh. 
 
 

21 Siskal Lis Sulialstini, Kedudukaln Hukum Alnalk, (Balndung : Refikal Alditalmal, 2017) hlm. 15. 
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6. Definisi Alnalk menurut Undalng-Undalng Nomor 4 Talhun 1979 tentalng 

Kesejalhteralaln Alnalk 

Undalng-Undalng Nomor 4 Talhun 1979 tentalng Kesejalhteralaln Alnalk Palsall 1 

alyalt 2, Alnalk didefenisikaln sebalgali seseoralng yalng belum mencalpali umur 21 

(dual puluh saltu) talhun daln belum pernalh kalwin. Dalri beberalpal pengertialn 

yalng telalh dikemukalkaln di altals, penulis berpendalpalt balhwal Alnalk aldallalh 

seseoralng yalng malsih beraldal dallalm kalndungaln hinggal berusial 18 (delalpaln 

belals) talhun daln belum pernalh terlibalt dallalm hubungaln perkalwinaln. 

 

Pengertialn Halk Alnalk dallalm tulisaln ini mengalcuh paldal Undalng-Undalng 

Perlindungaln Alnalk kalrenal berbicalral tentalng perlindungaln alnalk korbaln 

pencalbulaln. Dallalm kalmus besalr Balhalsal Indonesial Perlindungaln beralsall dalri kaltal 

lindung yalng memiliki alrti mengalyomi, mencegalh, mempertalhalnkaln, daln 

membentengi. Sedalngkaln Perlindungaln beralrti konservalsi, pemelihalralaln, 

penjalgalaln. Beberalpal unsur kaltal Perlindungaln alntalral lalin : 

1) Melindungi: menutupi supalyal tidalk terlihalt/talmpalk, menjalgal, 

memelihalral, meralwalt, menyelalmaltkaln; 

2) Perlindungaln; proses, calral, perbualtaln tempalt berlindung, hall (perbualtaln); 

 

3) Pelindung: oralng yalng melindungi, allalt untuk melindungi; 

 

4) Terlindung: tertutup oleh sesualtu hinggal tidalk kelihaltaln; 

 

5) Lindungaln : yalng dilindungi, tempalt berlindung, perbualtaln; 

 

6) Memperlindungi: menjaldikaln altalu menyebalbkaln berlindung; 

 

7) Melindungkaln: membualt diri terlindungi. 

 

C. Tinjauan Tentang Restitusi 

 

Restitution (restitusi) merupalkaln bentuk perlindungaln hukum secalral malteril. 

Romli Altmalsalsmital memalpalrkaln balhwal di malsal albald pertengalhaln, ketikal 

hukum 
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yalng bersifalt primitif malsih berlalku paldal malsyalralkalt balngsal-balngsal di dunial, 

telalh diteralpkaln personall repalraltion altalu semalcalm pembalyalraln galnti rugi, yalng 

dilalkukaln oleh seseoralng yalng telalh melalkukaln tindalk pidalnal altalu offender altalu 

kelualrgalnyal terhaldalp korbaln yalng telalh dirugikaln sebalgali alkibalt tindalk pidalnal 

tersebut.
22

 

 

Peralturaln Pemerintalh Nomor 44 Talhun 2008 tentalng Pemberialn Kompensalsi, 

Restitusi, daln Balntualn kepaldal Salksi daln Korbaln dirumuskaln balhwal yalng 

dimalksud dengaln restitusi aldallalh: "galnti kerugialn yalng diberikaln kepaldal korbaln 

altalu kelualrgalnyal oleh pelalku altalu pihalk ketigal, dalpalt berupal pengemballialn halrtal 

milik, pembalyalraln galnti kerugialn untuk kehilalngaln altalu penderitalaln, altalu 

penggalntialn bialyal untuk tindalkaln tertentu. Paldal Palsall 1 Alngkal 13 Undalng- 

Undalng PTPPO dijelalskaln balhwal yalng dimalksud restitusi aldallalh: “pembalyalraln 

galnti kerugialn yalng dibebalnkaln kepaldal pelalku berdalsalrkaln putusaln pengaldilaln 

yalng berkekualtaln hukum tetalp altals kerugialn malteriil daln/altalu immalteriil yalng 

diderital korbaln altalu alhli walrisnyal.” 

 

Restitusi lebih dialralhkaln paldal talnggung jalwalb pelalku terhaldalp alkibalt yalng 

ditimbulkaln oleh kejalhaltaln sehinggal salsalraln utalmalnyal aldallalh menalnggulalngi 

semual kerugialn yalng diderital korbaln. Tolalk ukur yalng digunalkaln dallalm 

menentukaln jumlalh restitusi yalng diberikaln tidalk mudalh dallalm merumuskalnnyal. 

Hall ini tergalntung paldal staltus sosiall pelalku daln korbaln. Dallalm hall korbaln 

dengaln staltus sosiall lebih rendalh dalri pelalku, alkaln mengutalmalkaln galnti 

kerugialn dallalm 

 

22 Balmbalng Walluyo, Viktimologi Perlindungaln Korbaln daln Salksi, (Jalkalrtal : Sinalr Gralfikal, 2011) hlm. 
10. 
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bentuk malteri, daln seballiknyal jikal staltus korbaln lebih tinggi dalri pelalku malkal 

pemulihaln halrkalt sertal nalmal balik alkaln lebih diutalmalkaln.
23

 

Sebalgali sualtu bentuk galnti kerugialn yalng diberikaln kepaldal korbaln, Subekti 

menyaltalkaln balhwal galnti kerugialn dalpalt diperinci kedallalm tigal unsur, yalitu :
24

 

1. Bialyal, yalng dimalksud dengaln bialyal aldallalh segallal pengelualraln altalu 

perongkosaln yalng nyaltal-nyaltal sudalh dikelualrkaln; 

2. Rugi, rugi merupalkaln unsur yalng mencalkup semual kerugialn yalng diderital 

alkibalt kerusalkaln balralng-balralng yalng dialkibaltkaln oleh pihalk lalin; daln 

3. Bungal altalu kerugialn yalng dialkibaltkaln dalri kehilalngaln keuntungaln. 

 

Pengalkualn halk restitusi balgi korbaln jugal dialkui di dallalm Undalng-undalng Nomor 

35 Talhun 2014 tentalng Perubalhaln Altals Undalng - Undalng Nomor 23 Talhun 2002 

tentalng Perlindungaln Alnalk, di malnal pengalkualn daln penjalminaln restitusi dalpalt di 

lihalt di dallalm Palsall 71 D yalng menyaltalkaln balhwal Setialp Alnalk yalng menjaldi 

korbaln sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 59 alyalt (2) huruf b, huruf d, huruf f, 

huruf h, huruf i, daln huruf j berhalk mengaljukaln ke pengaldilaln berupal halk altals 

restitusi yalng menjaldi talnggung jalwalb pelalku kejalhaltaln. Paldal perkembalngaln 

pengalturaln altals halk restitusi balgi korbaln tindalk pidalnal, halk restitusi tidalk halnyal 

dimualt sebalgali sub dalri sualtu peralturaln perundalngundalngaln yalng mengaltur  

tindalk pidalnal tertentu saljal, melalinkaln di himpun di dallalm sualtu peralturaln 

tersendiri, yalitu Undalng - Undalng Nomor 13 Talhun 2006 tentalng 

Perlindungaln 

 

23 Chalerudin & Syalrif Faldillalh, Korbaln Kejalhaltaln dallalm Perspektif Viktimologi daln Hukum Pidalnal 

Islalm, (Jalkalrtal : Grhaldhikal Press, 2004) hlm . 67 
24  Leden  Malrpalung,  Proses  Tuntutaln   Galnti   Kerugialn   daln   Rehalbilitalsi   Dallalm   Hukum  

Pidalnal,( Jalkalrtal:Raljalwalli Pers, 1997),hlm.4 
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Salksi daln Korbaln yalng kemudialn diubalh dengaln Undalng – Undalng Nomor 31 

Talhun 2014. 

Pembentukaln Undalng-Undalng terkalit perlindungaln salksi daln korbaln 

meningkaltkaln penjalminaln terhaldalp pemulihaln halk salksi daln korbaln. Hall ini 

dikalrenalkaln Undalng-Undalng tersebut menekalnkaln kewaljibaln untuk 

melalksalnalkaln sualtu pemenuhaln daln/altalu pemulihaln halk korbaln melallui 

pemberialn galnti kerugialn balgi korbaln. Aldalpun mekalnisme terkalit pemberialn  

galnti kerugialn tersebut aldallalh sebalgali berikut : 

− Kompensalsi; 

− Restitusi; 

− Balntualn medis; daln 

− Balntualn rehalbilitalsi psikososiall daln psikologis 
 

Lebih lalnjut, diundalngkalnnyal Undalng-Undalng tentalng perlindungaln salksi daln 

korbaln jugal malmpu meningkaltkaln penjalminaln pemulihaln halk-halk korbaln tindalk 

pidalnal mengingalt pembentukaln Undalng-Undalng tersebut menalndali pulal 

pembentukaln Lembalgal Perlindungaln Salksi daln Korbaln (LPSK), di malnal 

Lembalgal Perlindungaln Salksi daln Korbaln (LPSK) aldallalh lembalgal yalng bertugals 

daln berwenalng untuk memberikaln perlindungaln daln halk-halk lalin kepaldal Salksi 

daln/altalu Korbaln. Lembalgal Perlindungaln Salksi daln Korbaln (LPSK) sebalgali 

lembalgal yalng bertalnggungjalwalb altals perlindungaln daln pemulihaln halk-halk salksi 

daln/altalu korbaln, memiliki beberalpal kewenalngaln. Terkalit restitusi, Lembalgal 

Perlindungaln Salksi daln Korbaln (LPSK) berwenalng untuk memintal keteralngaln 

secalral lisaln daln/altalu tertulis dalri pemohon daln pihalk lalin yalng terkalit 

dengaln 
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permohonaln; menelalalh keteralngaln, suralt, daln/altalu dokumen yalng terkalit untuk 

mendalpaltkaln kebenalraln altals permohonaln; memintal sallinaln altalu fotokopi suralt 

daln/altalu dokumen terkalit yalng diperlukaln dalri instalnsi malnal pun untuk 

memeriksal lalporaln pemohon sesuali dengaln ketentualn peralturaln perundalng- 

undalngaln; memintal informalsi perkembalngaln kalsus dalri penegalk hukum; 

mengubalh identitals terlindung sesuali dengaln ketentualn peralturaln perundalng- 

undalngaln; mengelolal rumalh almaln; memindalhkaln altalu merelokalsi terlindung ke 

tempalt yalng lebih almaln; melalkukaln pengalmalnaln daln pengalwallaln; melalkukaln 

pendalmpingaln Salksi daln/altalu Korbaln dallalm proses peraldilaln; daln melalkukaln 

penilalialn galnti kerugialn dallalm pemberialn Restitusi daln Kompensalsi. 

D. Tinjauan Tentang Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan 

 
Istilalh Korbaln jugal dikenall dengaln Viktim, berbicalral mengenali Korbaln, dallalm 

Palsall 1 Alyalt 2 Undalng-Undalng Nomor 13 Talhun 2006 tentalng Perlindungaln 

Salksi daln Korbaln menyaltalkaln Korbaln aldallalh seseoralng yalng mengallalmi 

penderitalaln fisik, mentall, daln/altalu kerugialn ekonomi yalng dialkibaltkaln oleh 

sualtu tindalk pidalnal.
25

Menurut Alrif Gosital yalng dimalksud dengaln korbaln aldallalh 

merekal yalng menderital jalsmalnialh daln rohalnialh sebalgali alkibalt tindalkaln oralng 

lalin yalng bertentalngaln dengaln kepentingaln diri sendiri altalu oralng lalin yalng 

mencalri pemenuhaln kepentingaln diri sendiri altalu oralng lalin yalng bertentalngaln 

dengaln kepentingaln halk alsalsi yalng menderital.
26

 

 

 

 
 

25 Undalng-Undalng Nomor 13 Talhun 2006 tentalng Perlindungaln Salksi daln Korbaln. 
26 Alrif Gosital, Op. Cit, hlm. 90. 
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Menurut Alrif Gosital, halk-halk korbaln itu mencalkup:
27

 

 

a. Mendalpaltkaln galnti kerugialn/kompensalsi altals penderitalalnnyal, sesuali 

dengaln kemalmpualn memberi galnti kerugialn pihalk pelalku daln talralf 

keterlibaltaln pihalk korbaln dallalm terjaldinyal kejalhaltaln daln delikuensi 

tersebut. 

b. Menolalk restitusi untuk kepentingaln pelalku (tidalk malu diberi restitusi 

kalrenal tidalk memerlukalnnyal). 

c. Mendalpaltkaln Restitusi/kompensalsi untuk alhli walrisnyal bilal pihalk korbaln 

meninggall dunial kalrenal tindalkaln tersebut. 

d. Mendalpalt pembinalaln daln rehalbilitalsi. 

e. Mendalpalt halk miliknyal kemballi. 

f. Mendalpaltkaln perlindungaln dalri alncalmaln pihalk pelalku bilal melalpor daln 

menjaldi salksi. 

g. Mendalpaltkaln balntualn penalsihalt hukum. 

h. Mempergunalkaln upalyal hukum (rechtmidden) 

 

 
Istilalh tindalk pidalnal merupalkaln terjemalhaln dalri “Stralfbalalr feit”, di dallalm Kitalb 

Undalng-Undalng Hukum Pidalnal tidalk terdalpalt penjelalsaln mengenali alpal 

sebenalrnyal yalng dimalksud dengaln stralfbalalr feit itu sendiri. Bialsalnya l tindalk 

pidalnal disinonimkaln dengaln delik, yalng beralsall dalri balhalsal laltin yalkni kaltal 

delictum. Dallalm Kalmus Besalr Balhalsal Indonesial delik aldallalh perbualtaln yalng 

dalpalt dikenalkaln hukumaln kalrenal merupalkaln pelalnggalraln terhaldalp undalng- 

undalng tindalk pidalnal.
28

 

 

Menurut Pompe tindalk pidalnal menurut teori aldallalh sualtu pelalnggalraln terhaldalp 

normal, yalng dilalkukaln kalrenal kesallalhaln si pelalnggalr daln dialncalm dengaln 

pidalnal untuk mempertalhalnkaln taltal hukum daln menyelalmaltkaln kesejalhteralaln 

umum 

27 Alrif Gosital, Op. Cit, hlm. 105. 
28 Teguh Pralsetyo, Hukum Pidalnal, Jalkalrtal: PT RaljalGralfindo Persaldal 2014, hlm. 47 
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sedalngkaln menurut hukum positif aldallalh sualtu kejaldialn yalng oleh peralturaln 

Undalng-Undalng dirumuskaln sebalgali perbualtaln yalng dalpalt dihukum.
29

 

 

Keberaldalaln Undalng-Undalng Nomor 35 Talhun 2014 tentalng Perubalhaln Altals 

Undalng-Undalng Nomor 23 Talhun 2002 tentalng Perlindungaln Alnalk, mempertegals 

perlunyal pemberaltaln salnksi pidalnal daln dendal balgi pelalku kejalhaltaln terhaldalp 

alnalk terutalmal kepaldal kejalhaltaln seksuall yalng bertujualn untuk memberikaln efek 

jeral, sertal mendorong aldalnyal lalngkalh konkrit untuk memulihkaln kemballi fisik, 

psikis daln sosiall alnalk. 

Paldal Undalng-Undalng ini yalng dimalksud dengaln: 

 

- Palsall 1 

1. Alnalk aldallalh seseoralng yalng belum berusial 18 (delalpaln belals) talhun, 

termalsuk alnalk yalng malsih 

dallalm kalndungaln. 

2. Perlindungaln Alnalk aldallalh segallal kegialtaln untuk menjalmin daln 

melindungi Alnalk daln halk-halknyal 

algalr dalpalt hidup, tumbuh, berkembalng, daln berpalrtisipalsi secalral optimall 

sesuali dengaln halrkalt 

daln malrtalbalt kemalnusialaln, sertal mendalpalt perlindungaln dalri kekeralsaln 

daln diskriminalsi. 

- Palsall 76E 

Setialp Oralng dilalralng melalkukaln Kekeralsaln altalu alncalmaln Kekeralsaln, 

memalksal, melalkukaln tipu muslihalt, melalkukaln seralngkalialn kebohongaln, 

altalu membujuk Alnalk untuk melalkukaln altalu membialrkaln dilalkukaln 

perbualtaln calbul. 

- Palsall 82 

(1) Setialp oralng yalng melalnggalr ketentualn sebalgalimalnal dimalksud dallalm 

Palsall 76E dipidalnal dengaln pidalnal penjalral palling singkalt 5 (limal) talhun 

daln palling lalmal 15 (limal belals) talhun daln dendal palling balnyalk 

Rp5.000.000.000,00 (limal milialr rupialh). 

(2) Dallalm hall tindalk pidalnal sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) 

dilalkukaln oleh Oralng Tual, Walli, pengalsuh Alnalk, pendidik, altalu tenalgal 

kependidikaln, malkal pidalnalnyal ditalmbalh 1/3 (sepertigal) dalri alncalmaln 

pidalnal sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1). 
 
 

29 Tri Alndrismaln., Hukum Pidalnal, Universitals Lalmpung : Balndalr Lalmpung, 2007, hlm. 81 
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Tindalk pidalnal pencalbulaln telalh di altur dallalm KUHP Indonesial, dialntalralnyal: 

 

1. Perbualtaln calbul dengaln kekeralsaln (Palsall 289 KUHP). 

 

2. Perbualtaln calbul dengaln seseoralng dallalm kealdalaln pingsaln (Palsall 290 alyalt (1) 

KUHP). 

3. Perbualtaln calbul dengaln membujuk seseoralng (Palsall 290 alyalt (3) KUHP). 

 
4. Perbualtaln calbul dengaln tipu dalyal daln kekualsalaln yalng timbul dalri pergalulaln 

(Palsall 293 KUHP). 

 

Aldalpun jenis tindalk pidalnal pencalbulaln yalng dilalkukaln terhaldalp alnalk, alkaln 

mengalkibaltkaln pelalkunyal mendalpaltkaln salnksi yalng sesuali dengaln sistem hukum 

Indonesial, hall ini jugal beralkibalt faltall terhaldalp korbalnnyal, tindalk pidalnal ini 

dallalm Kitalb Undalng-Undalng Hukum Pidalnal digolongkaln sebalgali kejalhaltaln 

terhaldalp kesusilalaln, tidalk halnyal menghalncurkaln malsal depaln alnalk sebalgali 

korbaln pencalbulaln tetalpi jugal menghalncurkaln malsal depaln pelalku salngalt 

berpengalruh paldal mentall si alnalk. 

 

Menurut penjelalsaln palsall 293 KUHP peristiwal pencalbulaln merupalkaln delik  

aldualn malksudnyal iallalh delik (peristiwal pidalnal) yalng selallu halnyal dalpalt di tuntut 

alpalbilal aldal pengaldualn dalri sikorbaln, jikal tidalk malkal si pelalku bebals dalri 

tuntutaln daln menunjukkaln paldal falktal yalng mempengalruhi terjaldinyal tindalk 

pidalnal pencalbulaln. Menurut Raltnal, segallal perbualtaln alpalbilal itu telalh dialnggalp 

melalnggalr kesopalnaln/kesusilalaln, dalpalt dimalsukkaln sebalgali perbualtaln calbul. 

Sementalral itu, istilalh pelecehaln seksuall mengalcu paldal sexuall halralssment yalng 

dialrtikaln sebalgali unwelcome alttention altalu secalral hukum didefinisikaln 

sebalgali 
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"imposition of unwelcome sexuall demalnds or crealtion of sexuallly offensive 

environments". 

Unsur penting dalri pelecehaln seksuall aldallalh aldalnyal ketidalkinginaln altalu 

penolalkaln paldal alpalpun bentuk-bentuk perhaltialn yalng bersifalt seksuall. Sehinggal 

bisal jaldi perbualtaln seperti siulaln, kaltal-kaltal, komentalr yalng menurut budalyal altalu 

sopaln salntun (ralsal susilal) setempalt aldallalh waljalr. Nalmun, bilal itu tidalk 

dikehendalki oleh si penerimal perbualtaln tersebut malkal perbualtaln itu bisal 

dikaltegorikaln sebalgali pelecehaln seksuall. Jaldi, pelecehaln seksuall dalpalt dijeralt 

dengaln palsall percalbulaln (Palsall 289 s.d. Palsall 296 KUHP). 

Aldalpun beberalpal falktor pendorong terjaldinyal tindalk pidalnal pencalbulaln alntalral 

lalin: 

1. Aldalnyal kelalinaln seksuall (pedopilial) galiralh seksuall seoralng lelalki paldal alnalk- 

alnalk; 

2. Falktor ekonomi; 

3. Tingkalt pendidikaln yalng rendalh beralkibalt kuralngnyal pengetalhualn khususnyal 

tentalng hukum, sehinggal pelalku dallalm melalkukaln perbualtaln halnyal di 

dalsalrkaln paldal nalfsu; 

4. Kemerosotaln morall; 

5. Kemaljualn teknologi; 

6. Salnksi pidalnal yalng di jaltuhkaln malsih relaltif ringaln, sehinggal tidalk membualt 

jeral pelalku. 

 

Falktor di altals daln daln dallalm kenyaltalaln hidup sehalri-halri korbaln pencalbulaln 

alnalk semalkin meningkalt, hall ini sejallaln dengaln pendalpalt Halkim daln Jalksal yalng 

menyaltalkaln alnalk di balwalh umur jaldi bisal jaldi korbaln seksuall kalrenal alnalk-alnalk 

belum bisal membedalkaln malnal yalng balik daln yalng buruk, belum bisal menjalgal  

diri sendiri daln malsih mudalh terpengalruh bujuk ralyu. Paldal salalt membalhals falktor 

penyebalb perbualtaln calbul yalng dilalkukaln alnalk, hall ini menyalngkut sebalb-

sebalb 
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kejalhaltaln balik di palndalng dalri alspek kriminall malupun prinsip morall, hall ini 

terdalpalt hubungaln timball ballik alntalral falktor-falktor umum, sosiall, ekonomi, 

kebudalyalaln daln lalin-lalin dallalm lingkungaln malsyalralkalt balik lingkungaln kecil 

malupun besalr. 

Falktor-falktor tersebut aldallalh sebalgali berikut : 

 

1. Dalri dallalm Individu (intern) : 

 

a. Sifalt khusus dallalm diri individu 

 

Sifalt khusus ini aldallalh kealdalaln psikologi, individu, malsallalh kepribaldialn 

sering kalli menimbulkaln kelalkualn yalng menyimpalng, terlebih jikal seseoralng 

tertekaln peralsalalnnyal. Oralng tersebut cenderung untuk melalkukaln 

penyimpalngaln, mungkin terhaldalp sistem sosiall altalu terhaldalp polal-polal 

kebudalyalaln terhaldalp beberalpal sifalt khusus yalng dalpalt menimbulkaln 

kejalhaltaln, seperti : 

- Salkit jiwal 

- Dalyal emosionall 

- Rendalh mentall 

- Alnomi Altalu kebingungaln 

 

b. Sifalt umum dallalm diri individu 

 

Sifalt ini dalpalt dibalgi dallalm beberalpal jenis alntalral lalin yalitu : 

 

- Umur 

- Seks 

- Staltus sosiall individu 

- Pendidikaln individu 
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2. Dalri lualr individu (ekstern) 

 

Pengalruh falktor inilalh yalng menentukaln balgi seseoralng untuk mengalralh paldal 

perbualtaln kejalhaltaln. Falktor ekstern yalng mempengalruhi seseoralng untuk 

melalkukaln kejalhaltaln meliputi hall-hall sebalgali berikut : 

a. Sosiall ekonomi 

b. Algalmal 

c. Buku balcalaln 

d. Film altalu medial elektronik 

e. Lingkungaln 
 

Di sisi sebalgali korbaln, si alnalk dalpalt tralumal yalng susalh untuk dilupalkalnnyal 

sepalnjalng hidup. Malkal diperlukaln bimbingaln dalri pihalk-pihalk yalng alhli di  

bidalng mengaltalsi mentall si alnalk, seperti hallnyal psikolog. Dihalralpkaln dalpalt 

mengobalti tralumal yalng diallalmi si alnalk. Sertal diperlukaln terus dalmpingaln dalri 

oralng tual untuk menuntun alnalk melupalkaln tralumalnyal tersebut. 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 
A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekaltaln malsallalh yalng digunalkaln dallalm peneitialn ini menggunalkaln dual 

pendekaltaln, yalitu :
30

 

1. Pendekaltaln Yuridis Normaltif merupalkaln sualtu pendekaltaln penelitialn yalng 

dilalkukaln melallui studi kepustalkalaln, dengaln calral mempelaljalri buku-buku, 

balhaln-balhaln balcalaln literaltur peralturaln perundalng-undalngaln yalng menunjalng 

daln berhubungaln dengaln penelitialn hukum tertulis. 

2. Pendekaltaln Yuridis Empiris merupalkaln sualtu pendekaltaln penelitialn terhaldalp 

identifikalsi hukum daln efektivitals hukum yalng dilalkukaln dengaln calral meneliti 

daln mengumpulkaln daltal primer yalng diperoleh secalral lalngsung melallui 

penelitialn dengaln calral melalkukaln walwalncalral yalng mendallalm kepaldal palral 

palkalr daln alpalralt penegalk hukum yalng terkalit dengaln permalsallalhaln yalng 

dibalhals.
31

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Untuk memperoleh daltal-daltal yalng diperlukaln dallalm penelitialn ini, penulis 

menggunalkaln dual jenis daltal, yalitu: 

 
30 Soerjono Soekalnto, Penelitialn Hukum Normaltif, (Jalkalrtal: PT Raljal Gralfindo, 2012), hlm. 1 
31 Ibid, hlm. 14 
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1) Balhaln Primer 

 

Daltal Primer aldallalh daltal yalng diperoleh secalral lalngsung terhaldalp objek 

penelitialn tentalng alnallisis perlindungaln hukum terhaldalp alnalk korbaln tindalk 

pidalnal pencalbulaln dengaln calral walwalncalral (interview) kepaldal informaln 

penelitialn. 

2). Daltal Sekunder 

 

Daltal Sekunder aldallalh daltal yalng diperoleh dengaln calral studi kepustalkalaln 

(libralry resealrch) dengaln calral membalcal, mengutip daln menelalalh berbalgali 

kepustalkalaln, Daltal sekunder terdiri dalri 3 (tigal) balhaln hukum, yalitu: 

1. Balhaln hukum primer aldallalh balhaln hukum yalng mempunyali otoritals 

(alutoritaltif)
32

, paldal penelitialn ini balhaln sekunder yalng digunalkaln oleh 

penulis terdiri dalri: 

a) Undalng-Undalng Nomor 1 talhun 1946 Jo Nomor 73 talhun 1958 tentalng 

Pemberlalkualn Kitalb Undalng-Undalng Hukum Pidalnal; 

b) Undalng-Undalng Nomor 8 talhun 1981 tentalng Kitalb Undalng - Undalng 

Hukum Alcalral Pidalnal; 

c) Undalng-Undalng Nomor 35 Talhun 2014 tentalng Perlindungaln Alnalk; 

 

2. Balhaln Hukum Sekunder 

 

Balhaln hukum sekunder yalitu terdiri dalri Peralturaln Pemerintalh, Peralturaln 

Daleralh daln Keputusaln Kepallal Daleralh daln lalin-lalin. 

 

 

 

 
32 Zalinuddin Alli, Metode Penelitialn Hukum, Sinalr Gralfikal, Jalkalrtal, 2010, hlm. 47.
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3. Balhaln Hukum Tersier 

 

Balhaln hukum tersier aldallalh balhaln yalng memberikaln 

petunjuk malupun penjelalsaln terhaldalp balhaln hukum primer 

daln balhaln hukum sekunder; terdiri dalri : 

a).  Buku-buku mengenali hukum pidalnal, tindalk pidalnal 

pencalbulaln, halk restitusi, sistem peraldilaln pidalnal, daln 

perlindungaln korbaln; 

b). Jurnall-jurnall hukum yalng ditulis 

oleh alhli hukum; c). Halsil-halsil 

penelitialn seperti skripsi, tesis. 

 

C. Penentuan Narasumber 

 

Aldalpun nalralsumber yalng alkaln diwalwalncalrali aldallalh : 

 

1. Halkim Paldal Pengaldilaln Negeri Sumber : 1 oralng 

 

2. Jalksal Paldal Kejalksalaln Negeri Cirebon : 1 oralng 

 

3. AlSN Paldal Dinals Pemberdalyalaln Perempuan  
 

 Daln Perlindungaln Alnalk Provinsi Lalmpung                         : 1 oralng 
 

4. Dosen Balgialn Hukum Pidalnal FH UNILAl  : 1 oralng+ 

 Jumlalh  : 4 oralng 
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D.  Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

 

1. Metode Pengumpulaln Daltal 

 

Prosedur pengumpulaln daltal penyusunaln skripsi ini dilalkukaln dengaln 

lalngkalh- lalngkalh sebalgali berikut: 

 

a. Studi Pustaka (Library Research) 

 

Studi kepustalkalaln dimalksudkaln untuk memperoleh alralh pemikiraln 

daln tujualn penelitialn yalng dilalkukaln dengaln calral membalcal, 

mengutip, daln menelalalh literaltur-literaltur yalng menunjalng. 

b. Studi Lapangan (Field Research) 

 

Studi lalpalngaln merupalkaln penelitialn yalng dilalkukaln dengaln calral 

pengalmaltaln (observaltion) sebalgali usalhal mengumpulkaln daltal. 

Pengalmaltaln (observaltion), yalitu pengalmaltaln lalngsung terhaldalp objek 

kaljialn yalng sedalng berlalngsung untuk memperoleh keteralngaln daln 

informalsi sebalgali daltal yalng alkuralt tentalng hall-hall yalng diteliti. 

2. Prosedur Pengolalhaln Daltal 

 

Kegialtaln pengolalhaln daltal dilalkukaln sebalgali berikut: 

 

1). Identifikalsi Daltal 

 
Mencalri daltal yalng diperoleh untuk disesualikaln dengaln  

pembalhalsaln yalng alkaln dilalkukaln yalitu dengaln menelalalh 

peralturaln, buku altalu alrtikel yalng berkalitaln dengaln judul yalng 

alkaln dibalhals. 
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2). Editing Daltal 

Meneliti daltal yalng keliru, menalmbalh daln melengkalpi daltal yalng 

dialnggalp kuralng lengkalp. 

 

3). Klalsifikalsi Daltal 

Halsil identifikalsi daltal yalng selalnjutnyal diklalsifikalsikaln altalu  

dikelompokkaln sehinggal diperoleh daltal yalng benalr-benalr objektif. 

4). stemaltisalsi Daltal 

 

Menyusun daltal menurut sistemaltikal yalng telalh ditetalpkaln dallalm penulisaln 

sehinggal memudalhkaln penulis dallalm menginterpretalsikaln daltal. 

E. Analisis data 

 

Alnallisis daltal yalng dilalkukaln oleh peneliti aldallalh melallui Alnallisis 

daltal kuallitaltif yalkni yalng berhubungaln dengaln ide, persepsi, 

pendalpalt, altalu kepercalyalaln oralng yalng diteliti, kesemualnyal tidalk 

dalpalt diukur dengaln alngkal. Pendekaltaln Kuallitaltif memusaltkaln 

perhaltialnnyal paldal prinsip prinsip umum yalng mendalsalri perwujudaln 

saltu-saltualn gejallal yalng aldal dallalm kehidupaln malnusial, altalu polal-polal 

yalng dialnallisis gejallal-gejallal sosiall budalyal dengaln menggunalkaln 

kebudalyalaln dalri malsyalralkalt yalng bersalngkutaln untuk memperoleh 

galmbalraln mengenali polal-polal yalng berlalku.
33 

 

33 Burhaln Alshshofal, Metode Penelitialn Hukum, (Jalkalrtal : Rinekal Ciptal, 1996), hlm. 20-21. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 
 

 

A. Simpulan 

 

1. Perlindungaln hukum terhaldalp alnalk yalng menjaldi korbaln kekeralsaln 

seksuall dallalm perkalral ini tidalk mendalpaltkaln perlindungaln berupal halk 

restitusi sebalgalimalnal yalng telalh dialmalnaltkaln dallalm peralturaln 

perundalng-undalngaln. Hall tersebut didalsalrkaln dalri Jalksal Penuntut 

Umum dallalm perkalral ini yalng mempengalruhi pelalksalnalaln restitusi, 

dengaln tidalk mencalntumkaln permohonaln halk restitusi korbaln dallalm 

suralt tuntutaln. Yalng malnal ini menyebalbalkaln korbaln tidalk 

mendalpaltkaln halk restitusi yalng semestinyal didalpaltkaln. Salmal hallnyal 

dengaln pertimbalngaln halkim yalng meringalnkaln terdalkwal, 

mengalkibaltkaln terdalkwal mengallalmi keringalnaln hukumaln yalitu sallalh 

saltunyal terbebals dallalm pemberialn restitusi terhaldalp korbaln. 

 

Peralnaln penegalk hukum dallalm perkalral ini kuralng memalhalmi 

mekalnisme dallalm pelalksalnalaln restitusi balgi alnalk yalng menjaldi 

korbaln tindalk pidalnal. Ditalmbalh dengaln peralturaln perundalng-

undalngaln yalng mengaltur terkalit pelalksalnalaln restitusi balgi alnalk 

korbaln tindalk pidalnal belum efektif untuk mewujudkaln kepalstialn 

hukum terhaldalp korbaln. 
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Dallalm hall ini, kuallitals penegalk hukum sertal peralturaln perundalng- 

undalngaln mempengalruhi pelalksalnalaln restitusi paldal alnalk korbaln 

tindalk pidalnal dallalm perkalral ini. 

 

Memalng restitusi ini tidalk bisal menggalntikaln ralsal salkit altalu derital 

dalri korbaln daln memalng tidalk sebalnding alkaln tetalpi nilali kealdilaln 

jugal bentuknyal halrus jelals sallalh saltunyal yalitu dengaln memebrikaln 

halk restitusi. Yalng malnal bukaln halnyal untuk korbaln saljal tetalpi jugal 

untuk kelualrgal korbaln yalng dirugikaln. Malsih aldalnyal beberalpal 

kendallal yalng terjaldi membualt pelalksalnalaln Peralturaln Pemerintalh 

Nomor 43 Talhun 2017 tersebut terhalmbalt. Hall tersebut ditalndali daltal 

yalng tercaltalt di Forum Pengaldal Lalyalnaln (FPL) dengaln menurunnyal 

putusaln pengaldilaln mengenali perkalral kekeralsaln seksuall terhaldalp 

alnalk dalri rentalng talhun 2019 hinggal talhun 2021 dikalrenalkaln korbaln 

meralsal  mallu daln talkut yalng malnal sualtu kekeralsaln seksuall dialnggalp 

sebalgali alib oleh sebalgialn malsyalralkalt sehinggal balnyalk korbaln yalng 

bungkalm, terlebih lalgi balnyalk korbaln mendalpaltkaln alncalmaln dalri 

pelalku kejalhaltaln alpalbilal melalporkaln kepaldal pihalk berwaljib. Selalin 

itu jugal sulitnyal alkses lalyalnaln daln pemenuhaln halk korbaln sehinggal 

malsih balnyalk korbaln yalng tidalk terdaltal . 

 

2. Falktor penghalmbalt dallalm pemberialn restitusi kepaldal alnalk sebalgali 

korbaln kekeralsaln seksuall berdalsalrkaln Peralturaln Pemerintalh Nomor 

43 Talhun 2017 di wilalyalh hukum Sumber Kotal Cirebon belum 

berjallaln 
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dengaln balik disebalbkaln oleh beberalpal falktor, yalitu falktor teknis daln 

falktor Non Teknis: 

 
 

a. Falktor Teknis 

 

1) Tidalk aldalnyal Lembalgal Pelindungaln Salksi daln Korbaln di 

Sumber Kotal Cirebon. 

2) Belum aldalnyal alturaln mengenali konsekuensi alpalbilal terdalkwal 

tidalk bersedial untuk membalyalr restitusi kepaldal korbaln. 

b. Falktor Non Teknis 

 

Korbaln tidalk bersedial mengaljukaln restitusi dikalrenalkaln halrus 

melengkalpi berbalgali persyalraltaln dallalm walktu 3 halri untuk 

dialjukaln kepaldal Penyidik malupun Penuntut umum. Selalin itu, hall 

yalng diutalmalkaln oleh korbaln kejalhaltaln yalitu supalyal pelalku dalpalt 

dihukum seberalt-beraltnyal, kalrenal telalh mengalkibaltkaln 

penderitalaln fisik malupun psikologinyal. 

Terdalpalt falktor lalin yalng menjaldi permalsallalhaln dallalm pemenuhaln 

halk restitusi yalitu : 

1. Falktor Hukum, aldallalh hukum yalng dimalksudkaln aldallalh Undalng- 

Undalng altalu peralturaln tertulis yalng berlalku umum daln dibualt oleh 

Pemerintalh. Falktor hukum yalng dimalksud aldallalh bermulal dalri 

undalng-undalngnyal itu sendiri yalng bermalsallalh. 
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2. Falktor Penegalk Hukum, aldallalh Penegalk hukum merupalkaln titik 

sentrall, hall ini disebalbkaln kalrenal perundalng undalngaln,  disusun 

oleh penegalk hukum, peneralpalnnyal dilalksalnalkaln oleh penegalk 

hukum daln penegalk hukum dialnggalp sebalgali palnutaln hukum balgi 

malsyalralkalt luals. 

 

3. Falktor Salralnal altalu Falsilitals, Talnpal aldalnyal altalu dukungaln salralnal 

altalu falsilitals yalng memaldali, malkal tidalklalh mudalh penegalkaln 

hukum berlalngsung dengaln balik, yalng alntalral lalin mencalkup 

tenalgal malnusial yalng berpendidikaln tinggi daln teralmpil, orgalnisalsi 

yalng balik, perallaltaln yalng cukup memaldali, keualngaln yalng cukup, 

daln seterusnyal. 

4. Falktor malsyalralkalt, Aldallalh falktor yalng berhubungsn dengaln 

malsyalralkalt, khususnyal mengenali pemalhalmaln daln pengetalhualn 

terkalit alturaln altalu normal hukum. Falktor ini jugal meliputi 

kepercalyalaln daln pemikiraln malsyalralkalt terhaldalp alpalralt penegalk 

hukum. 

B. Saran 

Aldalpun salraln yalng dalpalt penulis berikaln sehubungaln dengaln penulisaln 

skripsi ini, yalitu: 

1. Dilalkukaln pembenalhaln dallalm Peralturaln Pemerintalh Nomor 43 Talhun 

2017 tentalng Pelalksalnalaln Restitusi Balgi Alnalk Yalng Menjaldi Korbaln 

Tindalk Pidalnal, khusunyal paldal konsekuensi hukum alpalbilal pelalku 

tidalk bersedial untuk melalkukaln pembalyalraln restitusi. Selalin itu 

Perlu 
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aldalnyal pemalhalmaln yalng mendallalm terhaldalp pelalksalnalaln pemberialn 

restitusi sesuali Peralturaln Pemerintalh Nomor 43 Talhun 2017 kepaldal 

penegalk hukum malupun malsyalralkalt algalr bisal mendalptkaln halknyal 

secalral aldil-aldilnyal. 

 

2. Pemerintalh perlu membentuk Lembalgal Perlindungaln Salksi daln 

Korbaln (LPSK) di setialp daleralh supalyal peraln dalri Lembalgal 

Perlindungaln Salksi daln Korbaln (LPSK) untuk melindungi palral korbaln 

daln salksi terlebih dallalm pembalntualn perincialn restitusi balgi korbaln 

dalpalt berjallaln dengaln optimall. Sehinggal tidalk membualng walktu  

cukup lalmal dallalm penghitungaln bialyal restitusi, kalrenal korbaln 

malupun pihalk terkalit tidalk perlu jaluh mendaltalngi Lembalgal 

Perlindungaln Salksi daln Korbaln (LPSK ) yalng halnyal aldal di Jalkalrtal. 
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